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ABSTRAK

Hak dan kewajiban suami istri memegang peranan yang sangat penting dalam
sebuah rumah tangga. Apabila masing-masing pihak tidak saling sadar atas hak dan
kewajibannya dan tidak dapat saling menjaga dan memeliharanya maka hal ini dapat
berimplikasi pada terjadinya kehancuran rumah tangga.

Perkara hak dan kewajiban ini banyak menimbulkan masalah di tengah-
tengah kehidupan berumah tangga. Salah satu penyebabnya adalah suami tidak
sanggup memberi nafkah lahir kepada istrinya, seperti halnya makanan, pakaian, dan
tempat kediaman. Masalah ini dapat menimbulkan rasa ketidakterimaan seorang istri,
sehingga istri tidak segan-segan mengadukan masalah ini kepada pengadilan untuk
menyelesaikan perkaranya dan tidak jarang pula seorang istri meminta supaya
perkawinannya diputuskan dengan jalan fasakh.

Fasakh merupakan sesuatu hal yang dibolehkan dalam syari'at Islam, akan
tetapi boleh atau tidaknya fasakh perkawinan dengan alasan ketidakmampuan suami
memberi nafkah pada istri masih diperdebatkan di kalangan fugaha'. Karena masing-
masing dari mereka memiliki dalil dan argumen sendiri-sendiri, maka sikap yang
paling baik adalah memberikan toleransi kepada semua pendapat yang berbeda
setelah terlebih dahulu mengkaji pendapat-pendapat mereka.

Dalam permasalahan ini yang paling mencolok adalah pandangan Imam Abu
Hanifah yang berpendapat bahwa suami yang miskin tidak berkewajiban menafkahi
istrinya, dalam artian istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya, maka ia tidak
dapat mengajukan tuntutan fasakh. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berdalil atas
firman Allah Q.S. at-Talaq: 7, juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam
Muslim. Di sini penyusun ingin menganalisis istinbat hukum yang digunakan Imam
Abu Hanifah dan bagaimana relevansinya dengan hukum perkawinan Islam di
Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mentelaah istinbat hukum yang
digunakan Imam Abu Hanifah untuk memperkuat pandanganya. Penyusun
menggunakan pendekatan usu/ al-Figh, yaitu pendekatan yang digunakan untuk
mengkaji metode-metode istinbat hukum Islam.

Setelah dilakukan analisis, maka kesimpulan akhir dalam pembahasan ini
ialah; metode istinbat yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam memperkuat
pendapatnya ialah mengambil zahir nass dari surat at-Talaq ayat 7, dan hadis Nabi
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendapat Imam Abu Hanifah ini di satu sisi
dapat dijadikan alternatif untuk meminimalisir terjadinya perceraian, namun di sisi
lain lebih banyak kemadharatan yang akan terjadi, di antaranya hak nafkah istri
menjadi hilang, suami menjadi kurang bertanggung jawab atas kewajibannya
memberi nafkah istri.
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TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Translitrasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman
padu Sural Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januan 1988 Nomor: 1757/1987

dan Nomor: 0543b/u/1987
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“Jadilah manusia paling baik di sisi Allah, jadilah manusia
paling buruk dalam pandangan dirimu, dan jadilah manusia

biasa dihadapan orang lain.”

(= Y g.p)‘;ls-)

“Menuntut iimu seperti berbury kijang,
buku dan pena adalah pengikatnya.

Bawalah selalu buku dan pulpen kemanapun pergi.”

{al-Maghfurlah KH. Asyhari Marzugi}
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan suami istri dapat berlangsung dengan baik, bahagia, dan damai
tanpa terjadinya perceraian baik melalui talak maupun fasakh, apabila masing-
masing pihak menjalankan hak-hak dan kewajibannya. Sebaliknya apabila salah
satu dari suami istri tidak melaksanakan hak dan kawajibannya, maka tak
diragukan lagi akan terjadi perselisihan yang berdampak pada perceraian.

Dalam pandangan Islam perceraian tidak hanya hak seorang suami, tetapi
istri juga diberi hak untuk menceraikan, yang dapat dilakukan dengan jalan
fasakh. Hal ini juga diungkapkan oleh Djamil Latif dalam bukunya yang berjudul
Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, bahwa Islam membenarkan dan
mengizinkan perceraian apabila hal tersebut dipandang lebih baik dari pada inasih
dalam ikatan petkawinan, karena Islam membuka kemungkinan perceraian baik
dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip
kebebasan dan kemerdekaan manusia.’

Hak talak bagi suami merupakan jalan terakhir untuk menentukan apakah
ikatan perkawinanya diteruskan ataukah diputuskan atau permintaan talak oleh
istri karena sebab yang dibolehkan oleh hukum Islam, hal ini merupakan suatu

perkara yang boleh.

: Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), him. 29.



Walaupun begitu sebenarnya Islam sangat bermoral, tidak menghendaki
adanya perceraian dalam perkawinan. Karena hal ini merupakan suatu kebolehan,
akan tetapi sangat dimurkai oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi saw.:

20l B e SO aa

Seorang suami dalam menjatuhkan talak tidak boleh sewenang-wenang,
begitu juga seorang istri tidak boleh mengajukan fasakh ke pengadilan tanpa
adanya sebab yang membolehkannya. Bahkan persyaratan dalam melakukan
perceraian sendiri dalam Islam sangatlah diperketat. Dengan demikian, perceraian
tidak dengan mudah dapat dilakukan, karena perceraian dalam perkawinan
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam.

Perceraian dengan jalan fasakh bagi pihak istri dapat dilakukan apabila
suami tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya yang dapat mengakibatkan
tidak terpenuhinya hak-hak istri atau tindakan-tindakan suami yang dapat
menimbulkan madharat bagi istri. Maka dari itu, jika istri ingin melepaskan diri
dari tindakan-tindakan suaminya yang tidak disenanginya, pihak istri dapat
mengajukan fasakh ke Pengadilan.

Seorang istri mempunyai hak untuk melakukan gugatan cerai dengan jalan
fasakh yang secara harfiah berarti membatalkan, artinya jika sesorang istri merasa
dirugikan oleh pihak suaminya, ia dapat meminta pengadilan untuk

menceraikannya dan jika alasannya cukup masuk akal, maka pengadilan tidak

* Tbnu Majah, Sunan Ibni Majah, Kitab al-Talag Bab Hadasana Suwaid bin Sa'id
(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 1: 633, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar.



berhak menolaknya. Meski demikian hak cerai bagi istri bobotnya tidak sama
dengan hak cerai oleh suami.

Untuk menfasakh perkawinan lantaran suami miskin haruslah istri
mengajukan hal itu kepada hakim serta dengan keterangan yang cukup (dua orang
saksi atau denéan pengakuan suami sendiri), kemudian hakim memberi tempo tiga
hari lamanya menurut Imam Syafi’i, dan pada awal hari yang ke empat hakim
menfasakh perkawinan itu.’ Sedangkan menurut pendapat Ibn Hanbal, fasakh
boleh diputuskan pada waktu itu juga (ketika seorang istri menggugat fasakh
kepada suaminya).’

Adapun salah satu alasan yang diperbolehkan fasakh yang sering muncul
dalam kehidupan berumah tangga adalah ketidakmampuan suami memberi nafkah
istri, yang mana nafkah merupakan kewajiban seorang suami atas istrinya. Akan
tetapi fasakh dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah lahir ini
masih menjadi perdebatan para fugaha. Salah satunya ialah Imam Abu Hanifah,
dalam permasalahan ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa istri tidak boleh
meminta fasakh perkawinan bila mana suami tidak mampu memberi nafkah.

Sebagaimana fatwa beliau yang dinukil oleh pengikutnya:

5 L -
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* Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i Hanali
Maliki Dan Hambali Serta Di Beri Dalii-Dalii Dan Keterangan Yang Memuaskan, cet. ke-10
(Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), him.136.

* Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan, cet. ke-1 (Yogyakarta:
Darussalam, 2004), him. 267.

® Ibnu 'Abidin, Hasyivah Radd al-Muhtar, cet. ke-2 (Ttp: Dar al-Fikr, 1979), I1I: 590.



Adapun dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah ialah firman Allah

SWT:
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Allah tidak membebani seseorang melainkan sekedar yang telah diberikan

Allah kepadanya, apalagi manusia. Dengan pengertian kalau suami miskin,

sehingga dia tidak sanggup menafkahi istrinya, Allah tidak mewajibkan

membayar lebih dari kesanggupannya, oleh karena itu si isteri tidak berhak

menuntut fasakh perkawinan, kalau isteri menuntut berarti dia memberati
suaminya lebih dari kesanggupannya.’

Imam Abu Hanifah juga mengambil dalil dari hadis Nabi Saw. yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim:
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® At-Talaq (65): 7.

’ Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-mampuan Suami
Menunaikan Kewajibannya, cet. ke-1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), him. 73.
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Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat, istri boleh meminta fasakh bila

suami tidak mampu memberi nafkah, karena mereka berdalih bahwa menahan

istri tanpa diberi nafkah merupakan madharat, karena Islam juga telah melarSliggme...-

-2

melakukan kemadharatan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw:

e, :
SR Y

Untuk itu penyusun berusaha membahas persoalan di atas dengan
mengangkat pandangan Imam Abu Hanifah tentang fasakh perkawinan dengan
alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah lahir terhadap istrinya dan
relevansi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, karena seperti diketahui
bahwa pandangan Imam Abu Hanifah ini berbeda dengan kebanyakan para
fugaha lainnya. Oleh karena itu penulis perlu untuk mengkaji lebih jauh latar
belakang pandangan Imam Abu Hanifah mengenai metode istinbat hukum yang
digunakannya serta relevansi pandangan tersebut bagi perkembangan hukum

Islam di Indonesia.

* Imam Muslim, Sahih Muslim, Kitab Talag Bab Bayan an Takhyiri Imroatuhu la
Yakunu Talagan iila bi an-Niati, (Semarang: Toha Putra, t.t.), I: 632-633. diriwayatkan dari Jabir
bin 'Abdullah.

° Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, Kitab al-Ahkam bab Man Bana fi Hagqihi ma Yadurru
bi Jarihi (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 1: 736. diriwayatkan dari "Ubadah bin as-Samid.



B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah
pokok yang perlu dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah
dalam permasalahan ketidakbolehan istri menuntut fasakh terhadap suami
yang miskin?

2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dengan hukum

perkawinan Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dan pembahasan skripsi
ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan metode istinbat hukum yang digunakan Imam Abu
Hanifah tentang fasakh perkawinan dengan alasan suami tidak mampu
memberi nafkah istri.

2. Untuk memberi gambaran relevansi pandangan Imam Abu Hanifah tersebut
terhadap hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penyusuman skripsi ini
adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pihak-pihak terkait
dengan masalah yang dibahas dalam pelitian ini.

2. Untuk memperkaya khasanah intelektual keislaman atau terhadap pemikiran

hukum Islam, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam.



D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusun membahas lebih jauh pendapat Imam Abu Hanifah
tentang ketidakbolehan seorang istri mengajukan fasakh perkawinan dengan
alasan tidak adanya nafkah dari suami (suami miskin), penyusun perlu melakukan
telaah terhadap literatur yang ada. Dari hasil pencarian yang penyusun lakukan,
penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas fasakh perkawinan,
terutama fasakh perkawinan dengan alasan ketidakmampuan suami memberi
nafkah istri.

Di antaranya karya Sugianto yang berjudul Fasakh Perkawinan Karena
Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri Menurut Ulama
Hanafiyah Dan Ulama Malikiyah, dalam karyanya ini Sugianto mencoba
membandingkan pendapat kedua imam tersebut tentang fasakh perkawinan
dengan alasan tidak adanya nafkah lahir dan mencari alasan-alasan yang
menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat diantara kedua imam tersebut'®.

Karya Usep Saepudin yang berjudul Tuntutan Cerai (Khulu’) Karena
Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri (Studi Komparasi
Imam Syafi’i Dan Ibnu Hazm), dalam tulisannya ini saudara Usep Saepudin

membandingkan metode istimbat hukum yang digunakan oleh kedua imam ini

1 Sugianto, "Fasakh Perkawianan Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah
Lahir Kepada Istri Menurut Ulama Hanafiyah Dan Ulama Malikiyah", Skripsi tidak diterbitkan
(Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Suanan Kalijaga, 1999).



mengenai tuntutan cerai (klulu’) karena ketidakmampuan suami memberi nafkah
lahir kepada istri'.

Karya Wiwin Siti Aminah R. yang berjudul Konsep Fasakh Nikah
Menurut Imam Asy-Syafi'T Dan Kompilasi Hukum Islam Relevansinya dengan
Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, dalam karyanya ini pembahas
mengkaji konsep fasakh menurut pandangan Imam asy-Syafi’i dan Kompilasi
Hukum Islam Relevansinya dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa
Ini'%.

Karya Minanussu'ud yang berjudul Studi Perbandingan Antara Ulama
Malikiyah Dan Syafi'iyah Tentang Cacat Yang Dijadikan Khiyar Dan Fasakh
Dalam Pernikahan, skripsi ini membahas tentang perbandingan pendapat antara
ulama Malikiyah dengan ulama Syafi'iyah tentang cacat yang dijadikan sebagai
alasan untuk melakukan khiyar atau fasakh dalam pernikahan'.

Karya Muhammad Nur yang berjudul Pengabaian Hak Istri Sebagai

Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun

1996/1997, skripsi ini membahas tentang alasan pengadilan agama menjadikan

"' Usep Saupudin, "Tuntutan Cerai (Khulu') Karena Ketidakmampuan Suami Memberi
Nafkah Lahir Kepada Istri (Studi Komparasi Imam Syafii Dan Ibn Hazm)", Skripsi tidak
diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

12 wiwin Siti Aminah R., "Konsep Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafii Dan
Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini",
Skripsi tidak diterbitkan (Y ogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

13 Minanussu'ud, "Studi Perbandingan Antara Ulama Malikiyah Dan Syafi'iyah Tentang
Cacat Yang Dijadikan Khyar Dan Fasakh Dalam Pernikahan”, Skripsi tidak diterbitkan
(Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998).



pengabaian hak istri sebagai alasan perceraian dan pertimbangan hukum yang
digunakan untuk memutuskan perkara'®.

Karya Ika Tauhidiyah yang berjudul Tidak Adanya Tanggung Jawab Dari
Pihak Suami Sebagai Alasan Perceraian di PA Kediri (Studi Putusan PA Kota
Kediri Tahun 1997-1998), skripsi ini membahas tentang penentuan tidak adanya
tanggung jawab dari pihak suami dijadikan sebagai alasan perceraian serta
pertimbangan hukum yang dijadikan untuk memutuskan perkara'’.

Karya Asna Farida berjudul Cerai Gugat Karena Suami Tidak
Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus
Tahun 1993-1995), skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan
suami tidak melaksanakan kewajibannya dan penyelesaiannya perkara tersebut'®.

Karya Nurul Mauludiyah berjudul Tidak Terpenuhi Nafkah Secara Cukup
Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun
2004), skripsi ini meneliti cara penyelesaian perkara perceraian dengan alasan
tidak terpenuhinya nafkah secara cukup di pengadilan agama Yogyakarta tahun

20047

4 Nuhammad Nur, "Pengabaian Hak Istri Sebagai Alasan Gugatan Perceraian di
Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 1996/1997", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta:
Fakultas Syari'ah TAIN Sunan Kalijaga, 1999).

'S Tka Tauhidiyah, "Tidak Adanya Tanggung Jawab Dari Pihak Suami Sebagai Alasan
Perceraian di PA Kediri (Studi Putusan PA Kota Kediri Tahun 1997-1998)", Skripsi tidak
diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

16 Asna Farida, "Cerai Gugat Karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di
Pengadilan Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta:
Fakultas Syari‘ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

17 Nurul Maulidiyah, "Tidak Terpenuhi Nafkah Secara Cukup Sebagai Alasan Perceraian
(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)", Skripsi tidak diterbtkan
(Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2006).
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Karya Azizah yang berjudul Ketidak-mampuan Nafkah Lahir Suami
Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Malik dan
Ibnu Hazm). Saudara Azizah disini hanya membahas perbedaan pendapat antara
Imam Malik dan Tbnu Hazm tentang perceraian dengan alasan suami miskin'®.

Dari penelusuran beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan di atas,
sepengetahuan penyusun belum ada karya ilmiah yang secara khusus membahas
fasakh perkawinan dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah lahir

menurut pandangan ulama Hanafiyah.

E. Kerangka Teoretik

Dalam merumuskan sebuah hukum, kita tidak bisa lepas dari kemaslahatan
manusia sebagai tujuan utamanya. Begitu juga tujuan dari pengutusan Rasulullah
Saw. ke muka bumi yaitu sebagai rahmatal lil ‘alamin dan kemaslahatan manusia.

Hal tersebut diaungkapkan dalam sebuah ayat yang berbunyi:
P cealeld 2, ) ik f o
Untuk merumuskan hukum suatu peristiwa, manusia harus merujuk pada
sumber-sumber yang telah ditentukan dalam Islam. Sumber-sumber tersebut ada
yang disepakati kekuatan hujjahnya dan ada juga yang tidak disepakati atau masih
dalam perselisihan. Sumber-sumber yang telah disepakati kehujjahannya adalah

al-Qur'an, hadis, ijma’, dan giyas. Keempat sumber tersebut harus diberlakukan

'8 Azizah, "Ketidakmampuan Nafkah Lahir Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi
Komparasi Antara Pendapat Imam Malik Dan Ibnu Hazm", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta:
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

19 Al-Anbiya' (21): 107.
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secara hirarki. Artinya jika suatu permasalahan solusinya dapat ditemukan dalam
al-Qur'an, maka harus menggunakan al-Qur'an sebagai rujukannya, jika dalam al-
Qur'an tidak ditemukan solusinya, maka dicari dalam hadis untuk menyelesaikan
masalah tersebut. Ketika dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan pula,
maka merujuk pada ijma’ dan terakhir menggunakan qiy’és.zo

Sementara dalil hukum yang masih diperselisihkan kekuatan hujjahnya
mencakup al-istihsan, al-maslahah al-mursalah, al-istishab, al-'urf, mazhab as-
Sahabi, dan syar'u man qabland®.

Walaupun demikian harus diakui bahwa al-Qur'an dan hadis terbatas, baik
dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya. Sementara itu semakin hari
semakin banyak masalah yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu
penafsiran dan dan penemuan hokum sangat dituntut. Pemahaman dan penafsirgn
terhadap sumber hukum Islam meniscayakan akan adanyapenalaran yang
sistematis dan 10gis..22

Al-Qur’an dalam agama Islam merupakan dasar untuk menentukan hukum
sejak masa Nabi Muhammad Saw. Otoritas al-Qur’an sebagai sumber hukum
pertama ini tetap bertahan hingga sekarang, sebab umat ISlam meyakininya
sebagai mu’jizat yang kekal, ia diturunkan Allah kepada Rasul-Nya untuk

mengeluarkan manusia dari kegelapan dan membimbing mereka menuju jalan

20 Abd al-Wahab Khalaf, ‘limu Usdl al-Figh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), him. 21.
*! Ibid., him. 22.

22 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1997), him. V.
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yang lurus®. Karena keyakinan yang begitu kuatnya, maka al-Qur’an dianggap
sebagai rujukan utama dalam semua aspek kehidupan umat Islam, termasuk
hukum keluarga Islam. Dengan keyakinan yang begitu kuatnya, sehingga dalam
memahami teks al-Qur'an umat Islam kurang memperhatikan unsur sejarah
turunnya al-Qur'an. Sebagaimana menurut Fazlur Rahman yang dikutip
Khairuddin Nasution dalam bukunya yang berjudul Fazlur Rahman tentang
Wanita, bahwa studi Islam klasik (1) kurang memperhatikan unsur sejarah; (2)
terlalu tekstual; (3) pemahaman terpotong-potong, dengan demikian Rahman
menyebut kajian Islam klasik dan pertengahan dengan studi yang ahistoris,
literalistis, dan atomistis.>*

Para ahli muslim saat ini menghadapi dua problem:(1) Mereka kurang
menghayati relevansi al-Qur’an untuk masa kini, dan oleh karena itu mereka tidak
dapat menyajikan al-Qur’an untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat manusia
masa kini; dan yang lebih penting (2) mereka kawatir jika penyajian al-Qur’an
yang seperti di atas di dalam berbagai hal akan menyimpang dari pendapat-

pendapat yang telah diterima secara tradisional”™.

23 Manna' al-Qattan, Studi lmu-limu al-Qur'an (Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an), alih bahasa
Mudzakkir AS, cet. ke-4 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), him. 1.

2 Khairuddin Nasution, Fazlur Rahman Tentang Wanita, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tazzafa,
2002), him. 120.

25 Fazlur Rahman, Tema Pokok al-Qur'an (Major Themes Of The Qur'an), alih bahasa
Anas Mayuddin, cet. ke-2 (Bandung: Pusaka, 1996), hlm. xi.
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Dalam penelitian ini akan digunakan teori maslahah. Teori ini sangatlah
penting sebab berdasarkan kesepakatan ulama kemaslahatan merupakan tujuan
inti/pokok penetapan hukum Islam.?®

Berkaitan dengan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan
dengan masalah ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah istri, tentunya
harus diingat akan sebab dari perbedaan dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an
dan pemahaman terhadap hadis Nabi saw yang mereka gunakan sebagal dalil,
sehingga muncul perbedaan pendapat dikalangan para fugaha’. Tapi, para ulama
telah sepakat bahwa nafkah istri wajib diberikan oleh suami. Mereka telah
sepakat pula bahwa apabila suami tidak mampu membelanjai istrinya, sedang istri
rela tinggal bersamanya, maka tidak ada talak dan tidak ada fasakh selama istri
rela yang demikian, akan tetapi mereka berbeda pendapat apabila dalam hal
demikian istri tidak rela”.

Kasus dalam hadis Nabi saw mengenai sikap Nabi membiarkan tindakan
Abu Bakar dan Umar bin Khatab memukul putri-putrinya yang sedang meminta
nafkah kepada Nabi saw. Peristiwa ini menjadi d@ bagi Imam Abu Hanifah
dalam menetapkan hukum tidak dibolehkannya istri menuntut fasakh ketika suami
dalam keadaan miskin. Maksud dari contoh kasus tersebut merupakan kekhususan
pada diri Nabi saw, karena Nabi merupakan seorang manusia yang mulia di sisi

Allah dalam hukum syari’at dan tidak ada seorang pun yang menyamainya, itulah

2% aphmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Isiam Al-Gazali, (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2002), him. 30.

77 Gyaikh Mahmaud Syaltaut & Syaikh M. Al as-Sayis, Perbandingan Mazhab dalam
Masalah Islam, alih bahasa Ismuha, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), him. 189.
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keluasan bagi Nabi saw. Apa yang telah dikhususkan pada Nabi yang hal itu
berupa hukum syariat, maka tidak boleh orang lain mengikuti apa yang telah
dilakukan Nabi dan juga kekhususan bagi beliau tentang tidak adanya hak fasakh
untuk istri-istri Nabi dan itu merupakan keringanan Nabi untuk tidak
melaksanakan kewajiban memberi nafkah ketika beliau dalam keadaan tidak
mampu.

Menurut Imam Malik, apabila suami tidak mampu memberi nafkah pada
istrinya, maka hakim atau penguasa memberi teguran pada suami sampai ia
memberi nafkah dan apabila tetap tidak mampu memberi nafkah, maka hakim
atau penguasa tersebut memisahkan keduanya. Adapun ketika dalam masa 'iddah
suami mampu menafkahinya, maka suami berhak merujuk kembali, apabila suami
tetap tidak mampu menafkahi, maka tidak ada hak rujuk.

Jadi menurut mazhab Maliki bahwa ketidakmampuan suami memberi
nafkah terhadap istrinya boleh difasakh perkawinannya, baik ketidakmampuan
suami tersebut terbukti maupun tidak terbukti.

Adapun dalil yang digunakan adalah fiman Allah swt:

B e i ay LNy (S y a1 2K S e 8 S

Ayat ini mengandung pengertian, bahwa menahan isteri dengan tidak
sanggup menafkahinya, berarti menyusahkan isterinya sendiri. Sedangkan yang
demikian itu terang dilarang oleh Allah dalam ayatnya, oleh karena itu boleh

difasakhkan perkawinannya.

2 At-Talaq (65) : 6.
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Dalam hal suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya ini,
Imam asy-Syafi’i berpendapat:

Apabila dia (suami) tidak memperoleh nafkah untuk istrinya, maka
istrinya itu mempunyai hak pilih antara tetap bersama Vsuaminya atau cerai. Jika

dia memilih cerai, lantas bercerailah dia dengan tidak berbentuk talak.”

Imam asy-Syafi’i berdalil atas asar Umar bin Khatab:

O gl o8 Ve Jlmy 3 3L YI ol ol U 5 &l e B o). oo
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Asar ini menunjukkan bahwa nafkah itu wajib bagi suami dan merupakan
hak isteri, ia tidak gugur disebabkan suami menghilang dalam waktu yang lama.
Di sini Imam asy-Syafi’i menyamakan suami yang miskin dengan suami yang
pergi tanpa ada kabar tentang keberadaannya. Hal ini disamakan karena pihak istri
sama-sama tidak mendapat nafkah.

Ibnu Hazm berpendapat, apabila suami tidak mérnpu memberi nafkah
kepada istrinya, pihak istri tidak sah dan tidak dibenarkan menuntut cerai kepada
suaminya. Begitu juga hakim, ia tidak menetapkan putusan cerai atas suami hanya
karena suami miskin, meskipun istri mengajukan perkaranya. Hal ini ditegaskan

Ibnu Hazm dalam pernyataannya;

¥ Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafii, al-Umm (Beirut: Dar al-Ma'rifah,
1973), 1V: 232.

3 Ibid,,diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan al-Baihaqi.
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Seorang suami wajib memberi nafkah sesuai dengan batas kemampuan

baik secara sedikit maupun banyak, meskipun nafkah itu oleh pihak istri dianggap

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu menuntut

nafkah di luar kemampuan suami tidak dibolehkan, maka menuntut fasakh karena
tidak adanya nafkah juga tidak boleh.

Ibnu Hazm mengambil dalil dari firman Allah SWT;
32....%) N Lss ;‘N iSOy
Bk UL Y s &Y
Ketidakbolehan istri menuntut fasakh perkawinan terhadap suaminya yang

tidak mampu memberi nafkah juga dikemukakan oleh beberapa ulama

sebelumnya, seperti Ata', ia berpendapat:

Ml of B e Cdr g LY o iy VI U

Dalam hal ini Sufyan as-Sauri juga berpendapat:

*! Ibnu Hazm, al-Muhalla, (Beirut: t.t), VII: 91-92.
2 Al-Bagarah (2): 286.
* At-Talaq (65): 7.

** Ibnu Hazm, al-Muballa, VII: 97.
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Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan

Islam menyatakan, fasakh dapat diminta oleh istri dengan alasan-alasan sebagai

berikut:*®

1. Suami sakit gila.

2. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh,
seperti penyakit lepra.

3. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan
hubungan kelamin karena impoten atau terpotong kemaluannya.

4. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah
terhadap istri.

5. Istri merasa tertipu, baik mengenai nasab kéturunan, kekayaan atau
kedudukan suami.

6. Suami mafqud, hilang tanpa berita dimana tempatnya dan apakah masih

hidup atau telah meninggal dunia dalam waktu cukup lama (misalnya
empat tahun).

Menurut Faiqoh dalam bukunya yang berjudul, Nyai Agen Perubahan di

Pesantren, menjelaskan beberapa alasan yang diperbolehkan seorang istri

menuntut cerai, antara lain:’

7

* Ibid

% Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-11 (Yogyakarta: Ull Press

Yogyakarta, 2007), him. 86.

374.

’7 Faiqoh, Nyai Agen Perubahan di Pesantren, cet. ke-1 (Jakarta: Kucica, 2003), him.
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Suami tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin.
Suami bertindak kasar.

Karena kepergian suaminya yang lama.

Suami dalam status tahanan.

Sementara di Indonesia alasan-alasan terjadinya perceraian diatur dalam

UU No. 1/1974 tentang perkawinan pasal 19, antara lain ialah:*®

I

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di
luar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sementara dalam KHI alasan-alasan terjadinya perceraian tidak jauh beda

dengan UU No.1/1974, akan tetapi dalam KHI terdapat dua tambahan alasan

terjadinya perceraian, yaitu suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama

** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.
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atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah

tangga”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah
penelitian pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang menggunakan buku-
buku sebagai sumber datanya atau sebuah penelitian dengan jalan mempelajari,
menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi
materi pembahasan ini. Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data dari kitab-

kitab karya ulama Hanafiyah sebagai sumber primer.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang
meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan atas data-data
yang terkumpul, sehingga metode ini sering disebut metode analitik*’, atau dalam
hal ini penyusun berusaha memaparkan secara jelas ijtihad yang dilakukan oleh
Imam Abu Hanifah, dengan menitikberatkan pada metode istinbat yang
digunakan oleh beliau.

3. Pengumpulan Data

% Kompilasi Hukum Islam, bab Putusnya Perkawinan, pasal 116.

‘" Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode, Teknik, cet. ke-5
(Bandung: Tarsito, 1994), him. 139-140.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode dokumentasi yaitu mencari dan mentelaah berbagai buku dan sumber
tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun yang
menjadi sumber data primer ialah kitab-kitab karya ulama Hanafiyah, di
antaranya: kitab Bada’i as-Sana’i fi Tartibi asy-Syarai karya Ibn Mas'id al-
Kasani, kitab Syarh Fath al-Qadir karya Ibnu al-Humam, dan kitab Hasyiyah
Radd al-Mubtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar karya Ibnu 'Abidin. Sementara literatur
yang termasuk dalam kategori sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, dan
berbagai karya ilmiah yang dinilai berkaitan dengan topik yang dibahas dalam
penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
pendekatan Usul al-Figh artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini
dianalisis berdasarkan pada teori-teori usul al-Figh dengan tujuan untuk
menemukan metode istinbat Imam Abu Hanifah dalam menetapkan pendapatnya
tentang tidak difasakhkannya sebuah perkawinan sebab suami miskin.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data guna memperoleh kesimpulan yang valid
penyusun menggunakan cara berfikir:

a. Deduktif: yaitu analisis data dengan jalan mengetengahkan data yang
bersifat umum, kemudian diterapkan ke yang khusus atau dengan kata lain
ditarik kesimpulan yang khusus, dalam hal ini akan dilakukan penarikan

kesimpulan yang diambil dari data hasil penelusuran terhadap pemikiran
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Imam Abu Hanifah mengenai metode istinbat hukum yang beliau
gunakan.

b. Induktif: yaitu mengetengahkan data yang khusus untuk kemudian ditarik
kesimpukan yang bersifat umum, dalam hal ini akan dilakukan dengan
menggali data pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai metode istinbat

hukum yang beliau gunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dan supaya lebih sistematis
maka perlu dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam pembahasan ini penyusun
memaparkan latar belakang, pokok masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan
dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk menelaah buku-buku yang
berkaitan dengan topik kajian yang telah dilakukan oleh orang lain yang menjadi
obyek penelitian dan telaah pustaka ini juga sebagai pembanding dengan
penelitian ini, kerangka teoretik yang menjelaskan teori dan dijadikan landasan
pembahasan, metode penelitian yang menerangkan metode-metode yang
digunakan dalam pembahasan, sistematika pembahasan, dan rencana daftar isi.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang fasakh dan nafkah.
Uraian pada bab ini meliputi; pengertian fasakh, dasar hukum fasakh, alasan-
alasan fasakh, perbedaan fasakh dengan talaq, pengertian nafkah, dasar hukum
nafkah, kadar ukuran nafkah, sebab dan syarat menerima nafkah. Uraian-uraian

tersebut dimaksudkan untuk membantu penyusun dalam menganalisis pandangan
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Imam Abu Hanifah tentang fasakh perkawianan dengan alasan ketidakmampuan
suami memberi nafkah istri.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang Imam Abu Hanifah dan
pandangannya, yang meliputi: Kehidupan Imam Abu Hanifah, sumber-sumber
hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, dan pandangan Imam Abu Hanifah
tentang ketidakmampuan suami memberi nafkah istri. Hal ini diperlukan untuk
mengetahui proses pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menyikapi kondisi
masanya

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap istinbat hukum yang
digunakan Imam Abu Hanifah tentang fasakh perkawinan dengan alasan
ketidakmampuan suami memberi nafkah istri, dan relevansinya terhadap hukum
perkawinan Islam di Indonesia.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-
saran, dan daftar pustaka, serta memuat lampiran-lampiran yang sekiranya

diperlukan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian-uaraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab

sebelumnya, maka sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya penelitian

ilmiah ini, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1.

Menurut Imam Abu Hanifah, suami yang dalam keadaan miskin tidak
berkewajiban menafkahi istrinya. Di samping itu beliau juga berpendapat,
bahwa istri tidak berhak untuk meminta fasakh perkawinan, begitu juga hakim
tidak diperbolehkan menceraikan suami istri tersebut hanya dengan alasan
suami miskin, disini hakim hanya diperbolehkan untuk menentukan jumlah
besarnya nafkah. Dalam menetapkan hukum tentang tidak diceraikannya
antara suami istri tersebut, Imam Abu Hanifah menggunakan metode
pemahaman nass secara tekstual. Terutama dalam memahami suarat at-Talaq
(65) ayat 7, yang menjelaskan bahwa Allah tidak membebani suami untuk
menafkahi istri, kecuali sesuai apa yang Allah berikan. Begitu juga dalam
memahami hadis Nabi- saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa
sikap diam yang ditunjukan Rasulullah saw. ketika melihat shahabat Abu
Bakar dan Umar bin Khatab memukul putri-putrinya ketika meminta nafkah
yang tidak disanggupi oleh Nabi saw. Iimam Abu Hanifah memahami sikap
diam yang ditunjukan oleh Nabi itu sebagai taqrir (penetapan) bahwa istri-istri

Nabi itu tidak berhak meminta nafkah yang tidak disanggupi oleh Nabi saw.

100
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Selain itu Imam Abu Hanifah juga menolak terhadap giyas yang dilakukan
kebanyakan ulama atas tidak adanya nafkah bagi istri digiyaskan dengan
suami impoten dan suami yang terputus kemaluannya, dan nafkah budak.
Karena jima' tidak bisa dijadikan hutang yang ditanggung suami, berbeda
dengan nafkah yang dapat dijadikan hutang suami. Terlebih lagi dalam
peanggiyasan fasakh perkawinan yang digiyaskan dengan kewajiban menjual
budak ketika majikan tidak sanggup memberi nafkah, karena dari penjualan
budak majikan mendapatkan uang pengganti, berbeda dengan menceraiakan
istri, yang mana hanya menambah beban penderitaan suami.

. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak diceraiakannya antara suami istri
apabila suami miskin memiliki kesamaan dengan hukum perkawinan Islam di
Indonesia, yang mana dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia
memperketat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam upaya
melakukan perceraian. Relevansi pandangan Imam Abu Hanifah dengan
hukum perkawinan Islam di Indonesia terletak pada upaya meminimalisir
terjadinya perceraian, sehingga keutuhan rumah tangga masih terjaga, dan

ikatan persaudaraan dari keluarga suami istri masih tetap terjalin.

B. Saran-saran

. Abu Hanifah merupakan salah satu fugaha yang pemikirannya sangat
cemerlang. Walaupun Imam Abu Hanifah merupakan tokoh yang
kontroversial dengan kebanyakan ulama, namun kajian terhadap pemikiran

beliau sangat penting untuk dilanjutkan dan diteruskan guna menggali
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khazanah ilmu pengetahuan yang masih belum terungkap, baik kajian dalam
bidang figh, perbandingan agama atau disiplin ilmu-ilmu yang lain. Hal ini
mengingat Imam Abu Hanifah merupakan tokoh yang sangat produktif dan
koprehensif. Kajian ulang terhadap pemikirannya masih perlu dilakukan,
dengan mengkomparasikan pendapatnya dengan pendapat ualam-ulama yang
lainnya.

2. Perbedaan pandangan dalam memahami hukum, hendaknya disikapi dengan
arif dan bijaksana, karena tiap-tiap pendapat dari para fugaha mempunyai
dasar dan dalil yang masing-masing sama kuatnya. Sehingga dibutuhkan sikap
kritis dalam memilah dan memilih pendapat mana yang lebih kuat, atau
setidaknya pendapat mana yang menuju pada lahirnya kemaslahatan umat.

3. Penelitian ini sangant jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu perlu pengkajian

ulang untuk menyempurnakan penelitian ini.
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